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Tarif PBB Memberatkan Masyarakat

 TINGGINYA penetapan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) yang ditetapkan Pemprov
DKI Jakarta diharapkan seiring dengan
kemudahan pengajuan keberatan oleh
masyarakat. Sehingga upaya pencapaian
target perolehan pajak bisa ber]alan se-
cara maksimal.
Direktur Eksekutif Forum Cipta Bangsa
: (FCB) Budi Siswanto mengatakan, saat ini
' Pemprov DKI kesulitan dalam mencapai
target perolehan PBB. Salah satu upaya
untuk memenubhi target itulah, masyarakat
diberikan kesemptan untuk mengajukan
keringanan pembayaran pajak.
Namun yang terpenting, sambung Budi,
Pemprov DKI Jakarta harus menjunjung
tinggi azas keadilan dalam memberlakukan
aturan, terutama yang menyangkut nasib

masyarakat seluruh lapisan. “Jangan tabrak

aturan. Selama ini kenaikan PBB tidak men-

 TARGET PENERIMAAN PAJAK DKI
v Tahun 2016, sebesar Rp 32 T
v Turun Rp 5 T dari target Rp 37 T
v Target PBB 2015 sebesar Rp 8 T
- Hingga Juli 2015, belum capai
30 persen dari target
- Kerjasama dengan 13 bank dan
.- PT Pos untuk pencapaian target
v Tahun 2014, terkumpul 67,6 persen
~ daritarget Rp 6,5 T

gukur kemampuan masyarakat menengah

- ke bawah,” tegas pria berkacamata itu.
Karena itu, sambung dia, ke depan
Pemprov DKI Jakarta harus mengevaluasi
regulasi terkait dengan penetapan PBB.
“Pemprov gak usah muluk-muluk dalam

membuat kebijakan yang berhubungan :

dengan nasib masyarakat, agar tidak kesu-
litan dalam pencapaian target. Harus ada
solusi atas kondisi yang terjadi saat ini,”
tambah Budi.

Sebelumnya, kalangan politisi di Kebon
Sirih beranggapan bahwa kebijakan pene-
rapan PBB beberapa tahun belakangan
yang mengalami kenaikkan signifikan bisa
berdampak tersisihnya masyarakat ka-
langan menengah ke bawah secara perla-
han-lahan. “Karena pasti banyak warga
yang tidak akan mampu membayar,’ tegas
Ketua Komisi C (bidang keuangan) DPRD
DKI Jakarta Santoso.

Santoso juga beranggapan bahwa kebija-
kan Pemprov DKI dalam penetapan PBB
dapat dikategorikan sebagai tindakan zolim
atau sewenang-wenang. Terlebih pem-
bangunan yang dialami Jakarta selama ini
merupakan bentuk peranan seluruh lapi-
san masyarakat. (wok)



